
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 72 TAHUN 2005

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, maka Tunjangan Perumahan bagi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2004 tentang 
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pengobatan 
Serta Tunjangan Perumahan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu 
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan 
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah ;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4310);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2001 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 16 Tahunh 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 9 
Seri E Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH.

Pasal 1

Untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan Tunjangan Perumahan 
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan per anggota.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung 
jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Tengah.

Pasal 4

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2004 tentang 
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pengobatan Serta Tunjangan 
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 1 wopenber 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 1 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


